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kepacla Penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-t-tnclang Hukum Acara Pidana'

BAB Xi
i{ETtrI\TLJAN PlDANA

Pasai 39

Setiap Or-ang ataru Badarr yang metrt'elenggarakan Fasiiitas Parkir

tanpa mer"liliki izin sebagaimana clrrnaksr-id ctalam Pasal 14 a5''21 (11

ctiancam clengan piclana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

piclana rlenda p.lit,g banyak Rp50.000,000,00 (lima puluh juta

rupiah).
setiap orang atau Baclan yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50'000'000,00 (lima

pulr,rh juta ruPiahi
Tindak pidana sehagaimana d"imaksud" pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan Pelanggaran.

BAts XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 40
pada saat peraturan I)aerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan

sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin'

Pasal 41

Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau suclah beroperasi, dalam waktu

2 (dua) tahun s.]at diund.angkannya Peraturan Daerah ini rvajil:

**"V.*""i1<an dengln ketentuan Calam Peraturan Daerah ini'

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber-laku, Peraturan Bupati yang

berkaitan clengan pelyelenggaraan Parkir d'in.vatakan masih tetap berlaku

sepanjang betum Oigu.r'tti atii tiart bertentangan dengatr kete,tuan dalam

Peraturan lfaeralh ini.

t2)

(3)

tsAts XIII

IGTENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini
sejak Peraturan Daerah



Pasal 44
Peraturan Daerah in.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Daerah i"i a"rrfun penempatannya d'alam Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

L)iun dan gkau cli Remt":ang
pada tar-rggal

SEiGBTARIS DAERAH KABUPATEN

REMBANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN '"'' NOMOR "'"

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA

TENGAH (...../.....)



I.

PBNJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH IilBUPATEN REMBANG
NOMOR.... TAHUN,...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

UMUM

Pertambahan jumlah kenclaraan sebagai akibat semakin

meningkatnya kemampuan perekonomian masvarakat akan diikuti

d.rrgan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu

lintas berupa fasilitas parkir. Penyenyelenggaraan parkir berpotensr

pada tirnbui gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan

kenyamanal:Imas-\,at-akat.Gangguat-rtersebut.salahdiantar.rryadapat
muncul dari parkir. Agar terw'ujucl ketertiban, keamanan dan

kelancaran laltt lintas, maka penl'elenggaraan parkir perlu dikelola

secara terparl-r dan terorganisir sehingga masyarakat bisa.

merrciapatkan pelayallan dibidang Per-parkirall yang memadai dan di

sisj lairr Penrerjntah Daerah menclapatl<ern konti:ihusi berttpa

Pendapatan Asli Dzrei:a.h ciari sektor pa-jak maullul1 retnbusi l)aerah'

i,alu lintas dern augkutatr jalarr rneniilrl<i pel'an sangat pentrng

clan str-at.egts;. sc-,hilrgger periu adanl'a lrengaturan, pengendaliall,

pengawasan rlan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan

cii Daeralr rneniar-ii kewetraugatr Pemerintair Daerah' Salah satu upaya

pengatura.n c1i bidang ialr-r lintas ad,alah perryelenggaraan perparkiran,

),ang clalam ]<enyataannya tempat-tempat parkir cli pinggir jalan pada

lokasi jalarn tertentu baik di baclan jalan maupun dengan

menggunal<an sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif'

Dalam meniridaklajuti berlakunya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 20og tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang

perluuntukmengaturpenyelenggaraanPerparkiraninidan
menetapkannya clalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Perparkiran tersediri.
PeraturanDaerahtentangPenyelenggaraan,Perparkiranini

rliharapkan bisa mer.n ujudkan penyelenggaraall perparkiran di Daerah

berialan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan

drrrTat^,-r lalu lintas d.an ter-wujudnya perlindungan dan kepastian

hukum.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukr"rp jelas.

Pasal 4
Cul<r.rp jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Curkup jelas
Pasal 1 1

Cukr-rp jelas.
Pasal 12

Cuknp.jeias.
Pasal 13

Cr-r l<r.rp .jelas"
Pasal I 4

Clrl<Lrp lelas.
Pasal 1 5

Cul<up jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas"

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal l9

Cr,rkr,rp jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21



Cukup jelas.
Pasal 22

CukuP jelas'
Pasal 23

CukuP jelas.

Pasal 24
Ayat (i)

CukuP jelas'
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas'

Lir.rruf tr
Yang d"imaksi"rd dengan "t-anda bukti parkir"

antara lain karcis, kupot:, dan tanda bukti parkir

elektr:onik. '

Huruf c
Ketentuan ini berlaku bagi jum parkir pada

fasilitasyangdiselenggarakanolehPemerintah
Daerah

Pasal 25
CukuP jelas.

Pasal 26
CukuP jelas.

Pasal 27
CukuP Jelas

Pasal 28
CukuP jelas.

Pasal 29
CukuP jelas'

Pasal 30
CukuP jelas'

Pasai 3l.
Cr"rkuP jelas.

Pasal 32
CukuP jelas.

Pasal 33
CukuiP telas'

Pasal 34
CukuP jelas'

Pasal 35
Avat (1 )

Cr-rkuP jelas

AYat {2)



Hur-uf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemindahan kendaraan"

adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir
yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk
kegiatan perparkiran, antara lain dengan

kendaraan derek atau mobil angkut kendaraan.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas"

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4 1

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR."...



. . ;' i. ri{;;L*i;l itg}-u

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAI(YA']] DAERAFI KA}3I]PATIIN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAI.I

KEPUTUSANDEWANPERWAIflLANRAIryATDAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2AL9

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYBLtrNGGARAAN

PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAtrRAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Mengingat:

Penyelenggaraan Perparkiran berasal dari DPRD Kabupaten
Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud daiam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi.{awa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan;

3. Undang-Undalg Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
20i5 tentang Perubahan Kedua Atas Undilng-Utrdang Nomor
23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

7'PeraturanPemerintahNomor32Tahun20lltentang
ManajemendanRekayasa,AnalisisDampak,Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

S.PeraturanPemerintahNomor3TTahun20l]tentangForum
Lalu Lintas dan Angkutan Jaian;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan;

l0,PeraturanPemerintahNomor80Tahun2ot2tentangTata
CaraPemeriksaanKend.araanBermotorcliJalandan
PenindakanPelanggaranLaiuLintasdanAngkutanJalan;

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

JaringanJalanLaluLintasdanAngkutanJalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Al4 tentang

Angkutan. Jaian;

1,3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Ped.oman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan RakYat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

" ifiilI;H:ftT1l$t"'aten 
Remi:ang Nomor e rahun 2o1s

lT.PeraturanDaerahKabupatenRembangNomor5Tahun2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

18.Peratr-r.,.,,D,'",ahKaLrr'rpatenRembarrgNomorSTahutn20lB
tentang Perubahan ^tn"* 

Peraturatr DaerzrhKabupaten
RembangNomor5Tahr:n2010teutangTempatParkir
Khr-rsus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Per-wakiian Rakyat Daerah

Kabr-rpaten RemLrang, tanggal 21 Jr-rni 20i9'
2. pembicaraan-pembiiaraan clalarn rapat Paripurna Dew'an

Penvakilan Rat yat Daerah Kabupaten Rembang tanggal

21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
nemuang tentang Penyelenggaraat Perparkiran sebagaimana

terlamPir;



KEDUA

KETIGA

; Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabirpaten nembang sebagaimana - -diktum PERTAMA

X"p"i"*rn ini rnenjadi-Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang,

kepada BuPati Rembang;

: Keputusan ini muiai ber'laku sejak tanggal ditetapkan .

.', DitetaPkan di Rernbang' Pada tanggal, 21 Juni zALg

PATEN REMBANG

ID KAMIL MZ


